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ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has hit more than 200 countries in dealing
with and preventing the spread of the virus, the government has issued
several policies, including the implementation of social distancing, physical
distancing to large-scale social restrictions (PSBB) as well as issuing
regulations on health protocols and sanctions for violators. The purpose of
imposing sanctions is lo provide a sense of deterrence to the offender. If the
community continues to violate the appeal from the Police, they can be
subject to criminal sanctions with multiple articles starting from Articles 212,
216 and 218 of the Criminal Code. Indonesia is a state based on law, so that
every human activity or society that is an activity of life must be based on the
rules and norms that apply in society. Law is inseparable from human life
because law is a rule to regulate human behavior in life. But then is it
appropriate for those who violate the health protocol to be subjected to
criminal sanctions, moreover what is the basis for that is the articles which
actually do not fit well. Based on the description above, it is interesting to
examine the application of criminal sanctions against health protocol
violators. By using a normative juridical research method, based on legal
principles and laws and regulations relating to criminal law. If clear and
precise rules are not established or issued regarding sanctions for violating
health protocols, not a few officers will apply sanctions at their own pace.
There are many officers in the field applying sanctions that have no legal
basis and even appear to have violated human rights. As long as there are no
rules, an act cannot be punished based on Article 1 number (1) of the
Criminal Code.

Keywords : Covid-19; Health Protocol Violation,; Penalty
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RINGKASAN

Pandemi Covid-19 telah melanda lebih dari 200 negara dalam
menangani dan mencegah penyebaran virus tersebut, pemerintah
mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan, diantaranya penerapan Social
distancing, physical distancing sampai dengan pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) serta menerbitkan aturan tentang protokol kesehatan dan sanksi
bagi pelanggar. Tujuan daripada pemberian sanksi merupakan memberikan
rasa jera pada pelanggarnya. Apabila masyarakat tetap melanggar himbauan
dari Kepolisian bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai
Pasal 212, 216, dan 218 KUHP. Indonesia adalah negara yang berdasarkan
atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang
merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan dan norma-norma
yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia
karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia
dalam kehidupannya. Tapi kemudian apakah tepat pelanggar protokol
kesehatan dijatuhi sanksi pidana, apalagi yang menjadi dasar untuk itu adalah
pasal-pasal yang sebenarnya kurang pas. Berdasarkan uraian tersebut diatas,
menarik untuk diteliti perihal penerapan pemberian sanksi pidana kepada
pelanggar protokol kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, berdasarkan asas-asas hukum dan Peraturan Perundang-
Undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Jika tidak segera dibentuk
atau diterbitkan aturan yang jelas dan tepat terkait sanksi pelanggar protokol
kesehatan, tidak sedikit petugas yang akan menerapkan sanksi dengan cara
semaunya sendiri. Banyak dijumpai petugas yang dilapangan menerapkan
sanksi-sanksi yang sebenarnya tidak ada dasar hukumnya dan malah terkesan
malah melanggar HAM. Selama belum ada aturannya, maka suatu perbuatan
tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 1 angka (1) KUHP.

Katakunci : Covid-19; Pelanggaran Protokol Kesehatan; Sanksi
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